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P U T U S A N

Nomor 1697/Pdt.G/2021/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pekanbaru  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Kota Medan / 06 Desember 1979, umur 41

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honor,

tempat  tinggal  di  XXX,  Kota  Pekanbaru,  Riau,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tempat /  tanggal  lahir  Pekanbaru /  25 Mei  1974,  umur 47 tahun,

agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja,

tempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  05

Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  1697/Pdt.G/2021/PA.Pbr,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agutsus 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu,

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX tertanggal 11 Agustus 2003;
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2.  Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;  

3.  Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman

bersama di XXX, Kota Pekanbaru;  

4.  Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

suami-isteri  dan sudah dikaruniai  2  (dua)  orang anak yang masing-masing

bernama: 

   -  ANAK I, perempuan, lahir pada 14 Juni 2004 di Pekanbaru;  

  -  ANAK II, laki-laki, lahir pada 17 Februari 2008 di Pekanbaru;  

5.  Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah  tangga

dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2020, ketentraman rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai  goyah setelah antara Penggugat

dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan Tergugat mengucapkan kata talak

pada tanggal 12 Maret 2021, yang penyebabnya antara lain;  

   Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

   Masalah ekonomi; 

6.  Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada

bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat

pergi rumah dan mengontrak rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya

suami istri;  

7.  Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi,

Penggugat  telah  mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil 

8.  Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;  

9.  Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
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PRIMER:

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3.  Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

 SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Penggugat  dan Tergugat

telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. M. Nasir As,

S.H. tanggal 19 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa  meskipun  mediasi  tidak  berhasil,  Majelis  Hakim  tetap  berusaha

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  kembali  rukun  membina  rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat mengajukan jawaban

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri yang sah, menikah pada

tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak; 

- Bahwa benar  rumah tangga saksi  dengan Penggugat  tidak harmonis sejak

tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  rumah  tangga  Tergugat

dengan Penggugat benar seperti yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat

memang  mempunyai  teman  perempuan  lain  dan  juga  karena  masalah

ekonomi, karena Tergugat sudah tidak bekerja sejak 5 tahun yang lalu dan

biaya rumah tangga ditanggung Penggugat; 

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan

karena memperebutkan HP Penggugat dan Tergugatpun menjatuhkan talak,

kemudian Tergugat pergi meningalkan rumah kediaman bersama yang tidak

jauh dari kediaman bersama atau tempat tinggalPenggugat; 
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- Bahwa pada dasarnya Tergugat  keberatan bercerai  karena Tergugat  masih

ingin  mempertahankan  rumah  tangga,  namun  jika  Penggugat  bersikeras,

Tergugat hanya pasrah;

Bahwa  atas  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengajukan  replik

secara lisan yang menjelasan bahwa dalam HP tersebut terdapat foto-foto dan

vidio  Tergugat  berduaan   dengan  perempuan  tersebut  sedangkan  Tergugat

menyatakan sudah menghapus foto-foto dimaksud;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 11 Agustus 2003,

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan  Kelayang,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa  oleh  Hakim  Majeli  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata

cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi  kode bukti  (P.1) dan diparaf

oleh Ketua Majelis;.

B. Saksi

Saksi  1  SAKSI  I,  umur  40  tahun,  agama Islam,  pendidikan S1,  pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara sepupu Pengugat; 

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

isteri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir  bertempat tinggal  di  XXX, Kota

Pekanbaru; 

- Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang anak

yang sekarang bersama Penggugat; 

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat tidak rukun kartena terjadi perselisihan dan pertengkaran; 
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi

sejak tahun 2020; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  karena  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah

keluarga (Tergugat tidak bekerja); 

- Bahwa  penyebab  lain  karena  Tergugat  mempunyai  perempuan  lain

(Tergugat berselingkuh); 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  bertengkar  dengan  Tergugat  dari

cerita  Penggugat  dan  saksi  juga  melihat  foto-foto  Tergugat  bersama

perempuan lain; 

- Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  sudah pisah rumah semenjak bulan

Maret 2021; 

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa Penggugat pergi karena sudah ditalak oleh Tergugat; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi ; 

- Bahwa usaha  damai  sudah dilakukan  oleh  pihak keluarga,  namun tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Saksi  2  SAKSI II,  umur 44 tahun,  agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Guru  (pendidik),  bertempat  tinggal  di  XXX,  Kota  Pekanbaru,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tetangga Pengugat dan Tergugat; 

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

isteri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir  bertempat tinggal  di  XXX, Kota

Pekanbaru; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat tidak rukun kartena terjadi perselisihan dan pertengkaran; 
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi

satu tahun yang lalu; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi; 

- Bahwa  penyebab  lain  karena  Tergugat  mempunyai  perempuan  lain  dan

saksi pernah melihat foto-foto Tergugat bersama perempuan lain (istri orang

lain); 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  bertengkar  dengan  Tergugat  dari

cerita Penggugat dam kemudian saksi konfirmasikan kepada Tergugat dan

Tergugat membenarkan dan perempuan tersebut menurut Tergugat hanya

teman biasa; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 7 bulan

yang lalu; 

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa Penggugat  pergi  karena sudah ditalak  oleh  Tergugat,  sementara

Tergugat tetap bertahan di rumah; 

- Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,

bahkan  pihak  keluarga  juga  sudah  sering  mendamaikan,  namun  tidak

berhasil; 

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Penggugat menyatakan  tidak

mengajukan  alat  bukti  apapun  lagi  sedangakan  Tergugat tidak  menyampaikan

bukti-bukti karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa  selanjutanya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon

putusan; 

Bahwa  Tergugat tidak  menyampaikan  kesimpulan  karena  tidak  hadir  di

persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  oleh

karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk

berdamai,  baik  dalam  persidangan  oleh  Majelis  Hakim  maupun  dalam  proses

mediasi  oleh  Mediator  yang  telah  ditunjuk,  namun upaya  perdamaian tersebut

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,  maka

diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat  sudah  tidak  rukun,  sering  terjadi  perselisihan  sejak  bulan  Mei  2021

disebabkan  Tergugat  berselingkuh  dengan  perempuan  dan  masalah  ekonomi

dimana Tergugat  tidak bekerja  yang puncaknya terjadi  pada bulan Maret  2021

sehingga berpisah sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  dalam  jawabannya  mengakui  semua  dalil

Penggugat dan pasrah bila Penggugat tetap mau bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, apa

yang telah diakui oleh pihak lawan menjadi bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang,  meskipun Tergugat  dalil  gugatan Penggugat,  namun karena

perkara ini  perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian,

dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti

surat P serta 2 (dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan

akta  otentik  dan  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan mengenai  bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami

isteri,  sehingga bukti  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  dan materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  posita

gugatan  Penggugat  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

telah diatur dalam Pasal  307 dan Pasal  308 R.Bg.  sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  posita

gugatan  Penggugat,  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

telah diatur dalam Pasal  307 dan Pasal  308 R.Bg.  sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa saksi  1dan 2 Penggugat,  sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172

ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah

hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai

saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka

yang  paling  dekat  yang  dapat  memberikan  keterangan  yang  mendekati

kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi  yang dihadirkan

oleh  Penggugat  adalah  saudara  sepupu  dan  Ketua  RT  tempat  kediaman

Penggguat  dan  Tergugat,  namun  Majelis  Hakim  dapat  menerimanya  karena

termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan

keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang,  bahwa disamping itu  terhadap keterangan dua  orang saksi

Penggugat tersebut, maka secara materiil  dalam penilaian Majelis kedua orang

saksi  tersebut  telah  memberikan keterangan yang  mempunyai  keterkaitan  dan
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hubungan,  serta  saling  bersesuaian  dan  atau  saling  menguatkan  antara  satu

dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai

ketentuan Pasal 309 R.Bg.: 

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti  P serta Saksi  1

dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut: 

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor  XXX tanggal  11  Agustus  2003  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;

b.

Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Terggugat  tidak  bisa  menagkahi  Penggugat  dan  mempunyai  WIL  (wanita

idaman lain);

c.

Bahwa pada bulan Maret 2021 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Penggugat

dan Tergugat telah berpisah selama .7 (tujuh) bulan;

d.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui

Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa

menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;

e.

Bahwa  Penggugat  sampai  pada  tahap  kesimpulan  masih  tetap  bersikeras

ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

a.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah

menikah pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu; 
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b.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka

dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil  hukum sebagaimana diuraikan di atas

setidaknya mempunyai  unsur-unsur bahwa  antara suami istri,  terus-menerus

terjadi  perselisihan dan pertengkaran,  dan  tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam

Menimbang,  bahwa  unsur  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran,  fakta  mana  dapat  dibuktikan  dari  pengakuan  Penggugat  dan

Tergugat  sendiri  demikian  pula  dari  keterangan  saksi-saksi  yang  mengetahui

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, benar sudah tidak harmonis dan telah

berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang dan diketahui dari sikap

Penggugat dan Tergugat yang tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana fakta

hukum yang telah diuraikan di atas;

       Menimbang,  bahwa  Majelis  berpendapat,  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran  tersebut,  landasannya  bukan  semata-mata  adanya  pertengkaran

fisik  (phsysical  cruelty),  akan  tetapi  termasuk  juga  kekejaman  mental  (mental

cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri

sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan

berlangsung  kekejaman  mental  atau  penelantaran  terhadap  salah  satu  pihak.

Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa Sema RI Nomor 4 Tahun 2014 menggariskan jika fakta

menunjukan  bahwa  sudah  didamaikan  akan  tetapi  tidak  berhasil,  tidak  ada

komunikasi  yang baik antara suami istri,  salah satu pihak atau masing-masing

pihak meninggalkan kewajibannya, terjasi pisah rumah/ranjang atau hal-hal yang
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ditemukan di persidangan seperti WIL (wanita idaman lain), adalah indikasi rumah

tangga seseorang sudah pecah (broken marriage);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di

atas,  terbukti  bahwa  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus

antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  disebabkan  hal-hal  sebagaimana

dipertimbangkan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun

lagi  dalam rumah tangga tersebut,  dapat  pula  dibuktikan dengan fakta  hukum

bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah  didamaikan  setidaknya

dinasihati  oleh  pihak  keluarga demikian  pula  di  persidangan  majelis  sudah

berusaha  memberikan  nasihat  dan  saran  kepada  Penggugat  setiap  kali

persidangan  agar  rukun  dan  berbaikan  kembali  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukanan di atas, ternyata

telah terbukti secara sah, karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta

tidak  ada harapan untuk  hidup rukun lagi  sebagai  suami  istri  dalam membina

rumah tangga;

       Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti

hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب      علي مقدم المفاسد درئ

menolak) المصالح  mafsadat  lebih  diutamakan  daripada  meraih  maslahat)

mengandung  pengertian  tujuan  disyariatkannya  hukum  termasuk  di  dalamnya

hukum  perkawinan,  adalah  untuk  kemaslahatan  dalam  arti  untuk  kebaikan,

keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga

bila  menimbulkan  mafsadat  yang  sangat  kompleks  maka  seharusnya  lebih

diutamakan  mendahulukannya  daripada  meraih  mashlahat  yang  belum  tentu

diperoleh;  

       Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  dalam rangka  mewujudkan  tujuan

tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang

diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat
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Majelis, menyatakan :

       Artinya:  “Tidak  boleh  memudharatkan  dan  dimudharatkan,  siapa  yang

memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja

yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan

fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah

diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) dan tidak

dapat  dipertahankan  lagi,  karena  bagaimana  mungkin  untuk  mempertahankan

rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai

dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di atas. 

      Menimbang,  bahwa dalam perka a quo,  majelis juga perlu mengemukan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999

yang  menetapkan  bahwa:  “cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam  satu  tempat

kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  meneruskan  kehidupan

bersama  dengan  pihak  lain,  merupakan  fakta  yang  cukup  sesuai  alasan

perceraian  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah

tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau

bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya  (dzulm),  maka hal tersebut

merupakan  bukti  adanya  kemudhoratan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal

tersebut,  Majelis Hakim sependapat  dengan pendapat  ahli  hukum Islam dalam

kitab Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih

oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya:   Islam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika  rumah  tangga  sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami
isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan

       Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis

berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya sudah

tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah,

alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

       Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan

Majelis  telah  mendengar  keterangan  keluarga  pihak-pihak  setidaknya  keluarga

Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan

untuk  mengabulkan  petitum  angka  2  (dua)  gugatan  Penggugat  dengan

menjatuhkan talak satu bai’in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan

ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan

kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  serta  berdasarkan  azas  lex

spesialis derogat lex generalis,  maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus

dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum

amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  Terhadap

Penggugat (PENGGUGAY);   
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3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Pekanbaru  pada  hari  Selasa  tanggal  02  November  2021  Masehi

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Erlis, S.H., M.H.

sebagai Ketua Majelis,  Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. M. Taufik, M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari  itu juga

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Drs. M. Taufik, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.
Rincian biaya:

a) Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00

b) Biaya  ATK
Perkara

: Rp  50.000,00

c) PNBP Panggilan : Rp  20.000,00

d) Biaya Panggilan : Rp 350.000,00

e) Biaya Redaksi : Rp  10.000,00

f) Biaya Meterai : Rp  10.000,00

JUMLAH : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1697/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


